
YOGYA (KR)- Kenaikan

kasus Covid-19 yang terja-

di dalam beberapa hari ter-

akhir menjadikan Pemda

DIY lebih mengintensifkan

koordinasi dengan kabupa-

ten/kota. Terutama yang

berkaitan dengan kesiapan

berbagai kebutuhan pe-

nanganan Covid-19, serta

mengantisipasi kemung-

kinan masuknya Covid-19

varian Omicron. Kesiapan

itu tidak hanya yang ber-

kaitan dengan tempat iso-

lasi terpadu (Isoter) atau

bed di RS. Tapi juga obat-

obatan, oksigen sampai

tenaga kesehatan (Nakes).

”Saya sudah minta kepa-

da kabupaten/kota untuk

melakukan berbagai per-

siapan terkait dengan ada-

nya kenaikan kasus harian

Covid-19. Kesiapan itu mu-

lai dari Isoter, oksigen, RS

,obat-obatan sampai Na-

kes,” kata Gubernur DIY

Sultan HB X  di Kompleks

Kepatihan, Jumat (28/1).

Sultan mengatakan,

meski sampai Jumat (28/1)

pihaknya belum men-

dapatkan laporan berkait-

an dengan Covid-19 varian

Omicron di DIY. Karena

belum menerima laporan

hasil laboratorium Whole

Genome Sequencing

(WGS)  Probable  Omicron.

Kendati demikian sejum-

lah antisipasi berkaitan

masuknya varian Omicron

tetap dilakukan. 

Apalagi untuk pena-

nganan Omicron hampir

sama dengan penanganan

Covid-19 pada umumnya.

Seperti menyiapkan obat-

obatan hingga kebutuhan

oksigen. Mengingat saat

ini Pemda DIY telah memi-

liki rumah untuk produk 

* Bersambung hal 7 kol 1

KASUS COVID-19 NAIK

Sultan: Jangan Khawatir Berlebih

KR-Riyana Ekawati

Sri Sultan HB X

DUGAAN KORUPSI SATELIT KEMHAN

Kejagung Minta Keterangan Kominfo 
JAKARTA (KR) - Kejaksaan Agung (Kejagung) men-

jadwalkan ulang pemeriksaan saksi dari Kementerian

Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam perkara

dugaan tindak pidana korupsi Proyek Satelit

Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Slot Orbit 123 de-

rajat Bujur Timur (BT). Jaksa Agung Muda Tindak

Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie

Adriansyah menyebutkan, saksi Kominfo dipanggil

dalam rangka penyidikan, untuk mencari tahu bagai-

mana peralihan serta kewenangan pengelolaan orbit 123

derajat BT dari Kominfo ke Kemhan.

”Dari saksi Kominfo yang dipanggil itu, kami ingin

tahu bagaimana peralihan, kewenangan pengelolaan

orbit ini dari Kominfo kok bisa ke Kemhan,” kata Fe-

brie, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (28/1).

Menurutnya, pengelolaan orbit tersebut di bawah ke-

wenangan Kominfo. Namun, sejak dialihkan ke Kemhan, 
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JAKARTA (KR) - Presiden Joko Wido-

do menegaskan, aparatur sipil negara

(ASN) sudah sangat lama berada pada

zona nyaman dan terbelenggu oleh wa-

risan birokrasi feodal.

Presiden menyampaikan hal tersebut

dalam pembukaan Musyawarah Nasional

IX Korps Pegawai Republik Indonesia

(Korpri) Tahun 2022, melalui tayangan

virtual yang disaksikan di Jakarta, Jumat

(28/1).

”Sudah sangat lama ASN berada pada

zona nyaman, terbelenggu oleh warisan

birokrasi feodal, sehingga menjadikan

ASN kurang produktif,” ujar Presiden.

Warisan budaya feodal yang dimaksud

Presiden adalah budaya yang selalu ingin

dilayani. Presiden menegaskan, budaya

ASN yang ingin dilayani itu harus ber-

ubah total. ASN Indonesia harus keluar

dari zona nyaman bertransformasi menja-

di modern dan profesional.

Diingatkan, Korpri hari ini berhadapan

dengan perubahan dunia yang sangat

cepat, berupa teknologi yang menim-

bulkan disrupsi di semua lapangan kehi-

dupan. Selain itu, ekspektasi masyarakat

juga semakin tinggi. Masyarakat membu-

tuhkan program inovatif, solusi yang kre-

atif, cepat untuk menyelesaikan berbagai

persoalan-persoalan yang ada.

Oleh karena itu, kata Presiden, Korpri

harus mampu mengajak dan mendorong

ASN agar memiliki orientasi memberikan

pelayanan baik untuk masyarakat. 
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Suara Hati Nurani Rakyat
Terbit Sejak 27 September 1945
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121 Bank Sampah Wirosaban Mandiri 

(BSWB)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,200,000.00 

122 Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa 15,000,000.00 

123 Warga Persaudaraan Setia Hati Teratai 

(PSHT) Cab. Gunung Kidul . 17,500,000.00 
JUMLAH  . . . . . . . . . . . . . . . Rp 35,700,000.00 

s/d 27 Januari 2022   . . . . . . Rp 457,480,700.00 

s/d 28 Januari 2022   . . . . . Rp 493,180,700.00

(Empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan

puluh ribu tujuh ratus rupiah)

(Siapa menyusul?)

NO NAMA ALAMAT RUPIAH 

UNTUK memenuhi desakan masyarakat, SKH Ke-
daulatan Rakyat mulai membuka Dompet ÔKRÕ Peduli
Korban Erupsi Gunung Semeru. Para pembaca bisa mem-
berikan donasi dengan datang langsung ke KR atau me-
lalui transfer ke rekening BCA Nomor 126.556.5656 atas
nama BP Kedaulatan Rakyat PT. Pada saatnya nanti se-
mua donasi yang terkumpul akan diserahkan kepada para
korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang Jawa Timur. 

Berikut ini daftar para dermawan yang sudah menitipkan
sumbangannya ke KR:

UNTUK memudahkan pe-
ngiriman naskah SST bisa
melalui e-mail: www. nas-
kahkr@gmail.com atau WA
0895-6394-11000, ditulis
Naskah SST. 

SALAH KAPRAH itu merupakan bagian dari satu dispo-

sisi kebudayaan. Hal yang dimaksud dengan disposisi di si-

ni adalah segala sesuatu yang memicu praktik, persepsi,

dan sikap tanpa terkoordinasi dan tidak ada peraturan

sosial yang cukup jelas tentang itu (Bourdieu, 2003).

Namun, disposisi ini sifatnya tertanam dalam kesadaran,

menyusup dalam formasi sosialnya, tahan lama, generatif,

dan bisa jadi bisa mengganggu suatu tatanan.

Pengertian disposisi ini beriringan atau sejalan dengan

habitus. Habitus adalah suatu proses yang dialami, dilihat,

atau didengar dan menjadi kebiasaan yang ditanamkan se-

cara terus menerus. Pengalaman masa kecil biasanya

mempunyai peran yang sangat penting bagi proses ini.

Melalui proses ini, seseorang akan terbentuk karakternya,

baik secara kolektif atau perorangan .

Habitus merupakan sekumpulan disposisi yang memu-

nculkan suatu reaksi, praktik, atau persepsi di dalam tubuh

(sesuatu yang kemudian menjadi hasrat), baik itu pada

kondisi yang normal maupun tidak. Diskusi mengenai habi-

tus ini tidak dapat lepas dari relasi terhadap suatu konteks

sosial tertentu sebagai pasar bebas, suatu ruang kontes-

tasi, untuk merebut pengaruh. Dalam konteks inilah, 
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● SEBELAS tahun saya

menjadi loper sekaligus

pengasong koran. Sering

ada pelanggan atau pem-

beli koran membayar de-

ngan uang Rp 5 ribuan,

Rp 10 ribuan dan Rp 20

ribuan. Kadang-kadang

mereka memberikaan

uang kelebihan, yang ke-

mudian saya tabung

menggunakan celengan.

Saat saya butuh uang dan

membuka celengan itu,

ternyata ada sekitar Rp

700.000. (Triyanto, To-

padan Klawisan RT 01

RW 29 Margoagung, Se-

yegan Sleman)-f

PRESIDEN: UBAH BUDAYA INGIN DILAYANI

ASN Sangat Lama di Zona Nyaman

KR-Surya Adi Lesmana

DESTINASI WISATA POTENSIAL: Gunung Merapi yang berselimut kabut

dan terhalang perbukitan tampak dari Dusun Beringin, Tegalmulyo,

Kemalang, Klaten, Jumat (28/1). Kawasan Tegalmulyo menjadi destinasi

potensial untuk kunjungan wisata karena daerah ini selain sangat dekat de-

ngan puncak Merapi juga memiliki banyak tempat yang menarik didatangi.

”Patut diingat, mengembalikan

dana hasil praktik korupsi hanya da-

pat dijadikan dasar untuk mem-

peringan tuntutan dan hukuman,

bukan malah tidak ditindak,” ucap

Kurnia ketika dihubungi Antara,

Jumat (28/1).

Kurnia menegaskan, hingga saat

ini Pasal 4 UU tentang Penghapusan

Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

masih berlaku. Regulasi itu menye-

butkan, pengembalian kerugian ke-

uangan negara atau perekonomian

negara tidak menghapuskan pemi-

danaan pelaku tindak pidana.

Oleh karena itu, Kurnia mene-

gaskan, pernyataan Jaksa Agung

perihal penghapusan pidana pelaku

korupsi di bawah Rp 50 juta jika

mengembalikan kerugian keuangan

negara kurang didasari argumentasi

hukum yang kuat. Selain kurangnya

argumentasi hukum yang kuat,

Kurnia menilai, pernyataan Jaksa

Agung itu, seolah memberi jaminan,

bahwa para pelaku korupsi dengan

kerugian negara di bawah Rp 50 juta

tidak akan menjalani proses hukum.

Pernyataan Kurnia merupakan

tanggapan Jaksa Agung Sanitiar

Burhanuddin dalam Rapat Kerja

Komisi III DPR RI, Kamis (27/1).

”Tindak pidana korupsi dengan keru-

gian keuangan negara di bawah Rp

50 juta untuk diselesaikan dengan

cara pengembalian kerugian keuang-

an negara,” kata Burhanuddin di da-

lam rapat kerja saat merespons tang-

gapan dari sejumlah anggota DPR.

Pernyataan senada disampaikan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) Nurul Ghufron yang

menegaskan, korupsi adalah perila-

ku tercela terlepas dari berapapun

kerugian keuangan negara yang

ditimbulkan. ”Karena aspek hukum

bukan sekadar tentang kerugian ne-

gara, namun juga aspek penjeraan

dan sebagai pernyataan penghinaan

terhadap perilaku yang tercela yang

tidak melihat dari berapapun keru-

giannya,” kata Ghufron.

Hal itu ia sampaikannya menang-

gapi pernyataan Jaksa Agung

Sanitiar Burhanuddin dalam rapat

kerja bersama Komisi III DPR RI,

Kamis (27/1). Burhanuddin menyata-

kan tindak pidana korupsi dengan

kerugian keuangan negara di bawah

Rp 50 juta bisa diselesaikan dengan

cara pengembalian kerugian keuang-

an negara.

”Negara kita adalah negara hu-

kum yang pembentuknya adalah

DPR dan pemerintah selama hal

tersebut tidak diatur dalam UU kita

sebagai penegak hukum tidak bisa

berkreasi membiarkan korupsi di

bawah Rp 50 juta,” jelasnya.

Kendati demikian, Ghufron mema-

hami gagasan Jaksa Agung. Ia me-

ngatakan proses penyelesaian per-

kara juga memakan biaya yang besar

bisa lebih dari Rp 50 juta. Karena

proses hukum harus juga memper-

timbangkan cost and benefit. ”Se-

mentara proses hukum kalau kita

perhitungan biayanya dari proses pe-

nyelidikan, penyidikan, penuntutan

sampai ke pengadilan banding dan

kasasi biayanya tentu lebih besar

dari Rp 50 juta, sehingga saya mema-

hami gagasan tersebut,” ucap

Ghufron.
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JAKARTA (KR) - Peneliti Indonesia Corruption Watch
(ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, pernyataan Jaksa
Agung terkait penghapusan pidana untuk pelaku korupsi di
bawah Rp 50 juta dapat menjadi pemicu peningkatan kasus
korupsi di Indonesia. ICW meyakini pernyataan Jaksa
Agung itu semakin menambah semangat para pelaku un-
tuk melancarkan praktik korupsi karena tidak akan dipros-
es hukum. 


